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LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANI UNTUK DISTRIBUSI 

PUPUK SUBSIDI DI KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN 

BEKASI 

 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

 

No Indikator Pertanyaan 

1 Aspek Komunikasi  Bagaimana metode komunikasi yang 

dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten 

Bekasi terkait kebijakan Kartu Tani? 

 

2 Aspek Sumberdaya 

 Apakah SDM sudah cukup memahami 

dalam kebijakan Kartu TaniTahun, lalu 

bagaimana Pelaksanaanya? 

 

 Bagaimana ketersediaan anggaran yang 

dialokasikan untuk pelaksanaan 

kebijakan Kartu Tani di Kabupaten 

Bekasi? 

 

3 Aspek Disposisi 

 Apakah ada komitmen yang kuat dalam 

pelaksanaan Kartu Tani untuk distribusi 

pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi? 

 

 Apakah ada rapat koordinasi Unit 

Pelaksana Lapangan, baik ditingkat 
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Kecamatan, Kelurahan atau dengan 

pengelola Pusat Perbelanjaan, para Tani? 

 

4 
Aspek Struktur 

Birokrasi 

 Apakah ada unit pelaksana lapangan 

sebagai Implementasi Kebijakan Kartu 

Tani untuk distribusi pupuk subsidi di 

Kabupaten Bekasi? 

 

 Apakah ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP) atau mekanisme 

pelaksanaan implementasi kebijakan 

kartu tani di Kabupaten Bekasi? 

 

5 Hambatan 

 Hambatan-hambatan apa saja yang 

dihadapi dalam implementasi kebijakan 

kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi 

di Kabupaten Bekasi? 

 

6 Upaya 

 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dalam proses 

implementasi kebijakan kartu tani di 

Kabupaten Bekasi? 
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Lampiran 2 Transkrip Wawancara Kelompok Jabatan Fungsional 

Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Bpk. Artif Risman 

Jenis Kelamin Laki-Laki 

Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 

Tanggal 6 Februari 2025 

 

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk 

Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

1) Aspek Komunikasi 

a. Bagaimana metode komunikasi yang dilakukan Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi terkait kebijakan Kartu Tani? 

Jawab : “Oh, jadi apalah komunikasi. Kalau ini kan kartu tani itu 

programnya, jadi kita ikutin programnya. Programnya dari 

mana? Kalau karutan itu, programnya dari atas. Berati top down, 

berati peran komunikasi juga. Kami di dinaas menyampaikan 

informasi yang didapat dari atas, baik dari kementerian maupun 

dari provinsi, untuk disampaikan ke ABP-PBP sesuai dengan 

arahan dan aturan yang ada dalam pengelolaan kartu tani”. 

2) Aspek Sumberdaya 

a. Apakah SDM sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu 

Tani, lalu bagaimana Pelaksanaanya? 

Jawab : “Kalau implementasi, implementasi itu, yang 

implementasi kartu tani itu gabara (gabungan bank negara) dan 

kios. Jadi usernya itu gabara. Terus apa namanya yang 

melakukan aktifasinya itu di kios-kios mengajar resmi. Kalau 
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kami hanya pendataan di kartu tani”. “Kalau dalam pendataan 

tidak ada masalah yang krusial, memang data tinggi kita cari ke 

petani. Cuman, permasalahan yang paling mendasari itu ke 

percayaan petani, kepada kedua kelompok untuk menyampaikan 

KTP-nya. Karena jaman sekarang, banyak KTP-KTP yang 

dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak, atau merugikan petani, 

sehingga mereka sangat hati-hati dalam menyampaikan KTP-

nya. Kalau permasalahan, paling permasalahan ada di input, 

kenapa? Ini berkaitan dengan sistem maintenance dan 

banyaknya apa? Data masuk dalam satu sistemnya.”. 

b. Bagaimana ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk 

pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Kalau anggaran kami tidak tahu. Kamu tidak tahu. 

Kalau kami dibawah, kami tidak tau anggaran”. 

3) Aspek Disposisi 

a. Apakah ada komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Kartu Tani 

untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi 

berkomitmen kuat untuk mendata RDKK yang akan digunakan. 

Salah satunya untuk pembuatan kartu tani. Komitmen ini 

ditunjukkan dengan pengambilan dan penggunan data Sebagai 

dengan aturan tepat waktu tepat tepat sasaran”. 

b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik 

ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat 

Perbelanjaan, para Tani? 

Jawab : “Koordinasi dalam pertanian =>  KP BPP => PPL => 

kelompok tani => petani”. 

4) Aspek Struktur Organisasi 

a. Apakah ada unit pelaksana lapangan sebagai Implementasi 

Kebijakan Kartu Tani untuk distribusi pupuk subsidi di 

Kabupaten Bekasi? 
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Jawab : “Timnya ada 2 bidang, yakni bidang penyuluhan 

(kelembagaan) dan bidang PSP (pupuk per subsidi) 

b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau 

mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Untuk SOP terdiri dari tiga (3) yakni informasi, media 

dan alur input. Untuk informasi diawali dengan sosialisasi BPP” 

“Medianya, Rapat dinas setelah dari rapat dinas diadakan 

pertemuan dengan gakpotan atau rapat minggon di kecamatan 

dan atau desa” 

“Alur input, petani menyerah KTP kepada Gapoktan penyuluh 

pertanian memgkolektifkan datanya di gakpotan setelah itu 

masuk ke admin r dkk kecamatan dilanjutkan kepada 

koordinator penyuluh diterus kepada kepala kasi yang 

menangani pupuk diterus kepada kepala bidang setelahnya 

diteruskan kepada kepala dinas untuk setelahnya menjadi SK 

bupati dan dibuatkan perbub yang selanjutnya masuk ke 

kementrian pertanian. Data yang masuk dikelola menjadi 2 

yaitu: 1. Data pesanan pupuk, 2. Data petani yang masuk ke 

gabara yang mempunyai otoritas mencetak kartu tani” 

B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan 

kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “ Pertama, terjadi anomali di gabara (gabungan bank negara) yang 

kerap salah mencetak kartu tani jumlah kartu yang dicetak tidak sesuai 

dengan data yang sudah di input. Kedua, masalah sistem r dkk yang sering 

error dan masalah internet. Ketiga, anomali terjadi pada para petaniny 

sendiri yang kurang memahami kegunaan fungsi kartu tani” 

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses 

implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Bekasi? 
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Jawab : “Mensosialisasikan kepada petani dan kios lewat berbagai media 

komunikasi maupun turun langsung ke setiap balai penyuluhan pertanian 

kecamatan”. 

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Ketua BPP Kec. Tambun Utara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Ibu Sulistyawati 

Jenis Kelamin Perempuan 

Jabatan Ketua BPP Kecamatan Tambun Utara 

Tanggal 28 September 2024 

 

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk 

Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

1) Aspek Komunikasi 

a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam 

memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu 

Tani? 

Jawab : “Untuk informasi dari pusat masalah kartu tani itu bisa 

tersampaikan dengan baik. Kita itu ada zoom, ada raker mas.. 

jadi setiap info itu selalu nyampe ke kami seperti itu. Nanti 

setelah dari kita, nanti akan ada perkumpulan nih.. ada 

pertemuan untuk menyapaikan info itu. Kita adakan pertemuan 

setiap satu desa satu pertemuan. Pertemuannya ada tingkat KTA  

maupun setiap kelompok nanti informasi kita lanjutkan kepada 

petani dalam pertemuan tersebut ada 25 orang atau berapa. Dari 

kelompok kita kumpulkan dulu disini, KTA nanti dari itu kita 

kumpulkan lagi di desa. Dalam masalah komunikasi itu 
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seringnya bapak-bapak sering enggak nyambung.. sering munta 

diulang kalau dijelasin sama rata-rata sudah sepuh sih mas” 

2) Aspek Sumberdaya 

a. Bagaimana SDM di BPP Kecamatan Tambun Utara Kabupaten 

Bekasi sudah cukup memahami dalam kebijakan Kartu Tani, 

lalu bagaimana Pelaksanaanya? 

Jawab : “Kalau koordinasi mah satu saya saja, penyuluh 2 orang 

sama penjaga 1 orang. Kalau saya senditi megang wilayah 2 desa 

srimukti sama jejalen. Lalu ada Pak Widi Santoso, dia megang 3 

wilayah.. ada Srimahi, Sriamur, sama Satria Jaya. Kalau SDM 

ada 5 orang. Setiap pertemuan diadakan sebulan sekali. Kalau 

ada urgen sesuai request petani” 

b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk 

pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara? 

Jawab : “Kalau anggaran mah kita enggak ada” 

3) Aspek Disposisi 

a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk 

distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara? 

Jawab : “Kita adalah perwakilan dari Dinas Pertanian 

Kabupayen Bekasi untuk di wilayah Kecamatan Tambun Utara” 

b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik 

ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat 

Perbelanjaan, para Tani? 

Jawab : “Ada, biasanya sebulan sekali.. tapi kalau ada sesuai 

yang urgent bisa langsung dirapatkan” 

4) Aspek Struktur Organisasi 

a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani 

untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 
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Jawab : “Kalau untuk koordinator mah ada ya mas” 

b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau 

mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di 

Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Ya, standarnya paling sesuai dengan intruksi Dinasnya 

aja.. kita ikut gimana dari Dinas” 

B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 

kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Kalau untuk hambatan ya paling dalam komunikasinya masih agak 

sulit ke para petaninya, dan untuk kartu tani belum begitu efektif. Karena 

mesin ACDnya rusak tidak bisa di pergunakan. tap poober solusi datanya 

ada disitu aplikasinya ada di kios itu dari nik data beberapa mas.. jadi 

solusinya masih melakukan manual. Petani sering lupa dengan pinnya..” 

C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu 

tani di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Terus berusaha memberikan informasi dan minta koordinasi dari 

kita paling sih mas” 
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Lampiran 4 Transkrip Wawancara Ketua Tani Kec. Tambun Utara 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Bpk. Saipul Bahri 

Jenis Kelamin Laki-Laki 

Jabatan Ketua Tani Kecamatan Tambun Utara 

Tanggal 7 Oktober 2024 

 

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk 

Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

1) Aspek Komunikasi 

a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam 

memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu 

Tani? 

Jawab : “kalo komunikasi sih lacar, tapi kalo buat keluhan 

kelompok tani lapornya ke BPP biar enak.. pasti turun kaya 

pengendalian hama karena ada PPS setiap desa. Suka terjadi 

misskomunikasi sama petani, karena petani apa-apa berdasarkan 

dengan yang dilapangan.. kalau BPP kaya teorinya jadi suka 

benturan. Teori dan prakteknya kan suka beda. Kalau kartu tani 

tahun 2018 sampai sekarang belum ada, tapi tahun 2018 kesana 

ada. Ya sebernernya Kartu Tani hanya untuk mempersulit 

petani, bukan untuk mempermudah petani. Bentuk fisiknya ada 

tapi sudah tidak kepake” 

2) Aspek Sumberdaya 

a. Apakah SDM BPP Kecamatan Tambun Utara sudah cukup 

memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana 

Pelaksanaanya? 
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Jawab : “oh kalo itu sih udah ya, tapi ya itu balik lagi ke para 

taninya yang belum paham” 

b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk 

pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara? 

Jawab : “Ya itu paling patungan buat mulangin ongkos 

penarikan, kan jauh itu dari BPP ke Srimahi. Tidak turun dari 

Dinas, kita biaya sendiri mobil” 

3) Aspek Disposisi 

a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk 

distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Ya kalau dia sih sebernernya sungguh-sungguh, Cuma 

petaninya ini sulit enggak masuk gitu.. kan beda SDM tani 

kurang juga” 

b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik 

ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat 

Perbelanjaan, para Tani? 

Jawab : “Ya... ada juga rapat petani-petaninya, jadi kebanyakan 

orang-orang BPPnya turuh ke bawah.. ke kelompok-kelompok 

tani. Cuma kebanyakan petani itu sekarang kartu tani enggak 

digunain, dia pengen transaksi cash ke toko-toko. Nah solusinya 

kemarin mah, jadi kalo beli itu sesuai yang ada di RTKK 

pengambilan pupuk. Sesuai jumlah dengan data yang ada..” 

4) Aspek Struktur Organisasi 

a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani 

untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Kalo dari BPP ada PPL sama PPS, sama OTP 

pengendalian hama 4 orang” 
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b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau 

mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di 

Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Ya alhamdulillah lumayan baik dia, sama 

penyampaiannya lumayan baik” 

B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 

kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “kalau di yang kita rasain paling kekeringan, paling juga ada hama 

tikus, ya kalau itu sih alam juga.. enggak bisa kita kendaliin juga. Kalau 

untuk hama alhamdulillah dia tangkep. Kalau kartu tani kebanyakan para 

petani pada enggak ngerti, caranya gimana, cara pemakaiannya gimana, nah 

buat belanja ke kios juga ribet..” 

C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu 

tani di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “udah sering dari BPP nyampein, Cuma petaninya tetep kurang 

ngerti.. kaya berbelit-belit ribet gitu. Jadi sebenernya kartu tani itu sejenis 

ATM gitu, yang kita masukin dana kesitu dibuat kita belanja. Tapi petani 

kita enggak mau pusing, maunya langsung cash.. maunya manual 
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Lampiran 5 Transkrip Wawancara Petani  

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Bpk. Darman 

Jenis Kelamin Laki-Laki 

Jabatan Petani 

Tanggal 7 Oktober 2024 

 

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk 

Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

1) Aspek Komunikasi 

a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam 

memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu 

Tani? 

Jawab : “Kalo itu saya kurang paham ada atau enggaknya 

komunikasi dari dinas, biasanya kita disini dapat info dari BPP 

aja” 

2) Aspek Sumberdaya 

a. Apakah SDM BPP Kecamatan Tambun Utara sudah cukup 

memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana 

Pelaksanaanya? 

Jawab : “Kurang tau ya.. kita informasi enggak dari dinas. Dan 

biasanya ketemu sama orang BPP bukan orang-orang dinas” 

b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk 

pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara? 

Jawab : “Kalo soal itu masih belum merata sih mas.. karena 

masih ada yang belum dapat kartu tani. Dan kebanyakan pada 

bingung cara pakenya gimana kalau pake kartu itu” 
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3) Aspek Disposisi 

a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk 

distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Kalo dari orang BPP sih bilangnya ada, katanya mau 

berusaha untuk para petani di kabupaten Bekasi ini mas..” 

b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik 

ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat 

Perbelanjaan, para Tani? 

Jawab : “Ada, tapi dari BPP bersama para petani aja” 

4) Aspek Struktur Organisasi 

a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani 

untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Kurang tau kalo di dinas, kalo di BPP sih ada ya.. 

bagian-bagiannya gitu” 

b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau 

mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di 

Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Saya sendiri masih kurang paham cara dapat kartu itu 

gimana, standarnya gimana, persyaratannya apa aja gitu mas” 

B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 

kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Informasinya masih kurang dari dinas ke BPPnya” 

C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu 

tani di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Ya paling, sedang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan para 

petani sih ya...”  
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Lampiran 6 Transkrip Wawancara Petani 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama Bpk. Tarmat 

Jenis Kelamin Laki-Laki 

Jabatan Petani 

Tanggal 7 Oktober 2024 

 

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk 

Subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

1) Aspek Komunikasi 

a. Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam 

memberikan sosialisasi terkait komunikasi kebijakan Kartu 

Tani? 

Jawab : “Enggak ada, jarang komunikasi.. sosialisasi juga belum 

ada” 

2) Aspek Sumberdaya 

a. Apakah SDM BPP Kecamatan Tambun Utara sudah cukup 

memahami dalam kebijakan Kartu Tani, lalu bagaimana 

Pelaksanaanya? 

Jawab : “Lumayan paham sih kayanya mereka-mereka orang 

mah mas..” 

b. Bagaimana terkait anggaran yang telah dialokasikan untuk 

pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Tambun Utara? 

Jawab : “Kalo soal anggaran enggak ada, kita pake kartu tapi 

belum semuanya juga sih” 

3) Aspek Disposisi 
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a. Apakah ada komitmen yang kuat dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Kartu Tani untuk 

distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Kata orang BPP sih ada mas, Cuma ya belum keliatan 

aja kalo sekarang-sekarang ini” 

b. Apakah ada rapat koordinasi Unit Pelaksana Lapangan, baik 

ditingkat Kecamatan, Kelurahan atau dengan pengelola Pusat 

Perbelanjaan, para Tani? 

Jawab : “Ada kalo dari orang-orang BPP”  

4) Aspek Struktur Organisasi 

a. Apakah ada unit pelaksana lapangan dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bekasi sebagai Implementasi Kebijakan Kartu Tani 

untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Biasanya kita dapat informasi dari pihak BPP sini aja 

sih mas.. mungkin orang BPP yang langsung komunikasi ke 

orang-orang dinas” 

b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau 

mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani di 

Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Kurang tau kalau soal itu ya... kita taunya informasi 

perihal bantuan kartu tani aja.. itu aja belum semuanya rata 

karena masih pada bingung” 

B. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 

kartu tani untuk distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi? 

Jawab : “Informasinya kurang jelas aja sih mas.. masih terlalu bertele-tele” 

C. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam proses implementasi kebijakan kartu 

tani di Kabupaten Bekasi? 
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Jawab : “Kalo itu gimana orang-orang BPPnya aja yang suka komunikasi 

sama orang dinas mas” 
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DOKUMENTASI 

 

 

Dokumentasi 1. Peneliti Bersama Ibu Sulistyawati (Ketua BPP Kecamatan 

Tambun Utara) 

 

 

Dokumentasi 2. Peneliti Bersama Bpk. Darman (Petani) 
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Dokumentasi 3. Peneliti Bersama Bpk. Saipul Bahri (Ketua Petani Kelompok 

Tani Desa Srimahi) 

 

 

Dokumentasi 4. Peneliti bersama Bpk. Artif Risman (Kelompok Jabatan 

Fungsional Penyuluh Pertanian) 
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